KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 235/M.PPN/04/2002

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang
:
a.
bahwa untuk  mendapatkan kesatuan pengertian tentang unsur kegiatan perencanaan dan penilaian angka kredit bagi Perencana, perlu disusun petunjuk teknis penilaian angka kredit Perencana ;

b. bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;

Mengingat
:
1.
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang​-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang  Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun  1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara  sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 ;

9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya ;

11. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor: 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan              :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penilaian angka kredit Perencana ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Perencana, Anggota Tim Penilai, dan pejabat lain yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Perencana pada instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah.

Pasal 2

Sistematika Petunjuk Teknis penilaian angka kredit Perencana disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT

III. KOMPOSISI PRESENTASI ANGKA KREDIT 

Pasal 3

Petunjuk Teknis penilaian angka kredit Perencana secara rinci diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  Jakarta

Pada tanggal : 5 April 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

KWIK KIAN GIE

PETUNJUK TEKNIS 

PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

a) Petunjuk Teknis penilaian angka kredit Perencana ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Perencana, Anggota Tim Penilai, dan pejabat lain yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan perencanaan dan angka kreditnya dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Perencana.pada instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah

b) Dalam keputusan ini  diatur tentang kegiatan perencanaan yang dapat dinilai dalam rangka pelaksanaan jabatan fungsional Perencana dan angka kreditnya pada instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah.

B. RUANG LINGKUP

a) Unsur kegiatan yang dinilai dan diberikan angka kredit adalah : a) unsur kegiatan utama, dan b) unsur kegiatan penunjang.

b) Petunjuk Teknis ini diberlakukan untuk pejabat fungsional Perencana yang melaksanakan tugas pada unit perencanaan instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya :

II. KEGIATAN YANG DAPAT DINILAI DAN DIBERIKAN ANGKA KREDIT 

A. UNSUR KEGIATAN UTAMA

1. UNSUR PENDIDIKAN (SEMUA JENJANG JABATAN)

a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar / ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pendidikan formal dimaksud adalah pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri  pada perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Bukti Fisik :

1) Fotokopi surat izin tugas belajar dari instansi yang bersangkutan ;

2) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan  yang berlaku.

Dasar pemberian angka kredit  :

· Gelar / ijazah diberikan angka kredit sebesar 75 untuk S1, 100 untuk S2, dan 150 untuk S3, kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Perencana tetapi gelar / ijazahnya belum mendapatkan angka kredit.

· Perencana yang memperoleh gelar jenjang pendidikan lebih tinggi setelah  ia diangkat sebagai Perencana, angka kredit yang diberikan adalah selisih antara angka kredit gelar / ijazah yang lebih tinggi tersebut dengan angka kredit yang pernah diberikan (ijazah sebelumnya).

· Perencana yang memperolah gelar / ijazah yang lebih tinggi tetapi tidak sesuai dengan tugas pokoknya, angka kredit yang diperolah adalah angka kredit dari unsur kegiatan penunjang, yaitu S1 sebesar 5 ; S2 sebesar 10 ; dan S3 sebesar 15.

· Perencana yang memperoleh tambahan gelar / ijazah kesarjanaan setingkat dengan kesarjanaan yang pernah diperolehnya, dapat memperoleh angka kredit sebesar 5 untuk S1 ; 10 untuk S2 ; dan 15 untuk S3, dengan syarat yang bersangkutan memiliki  : (a) izin tugas belajar dari instansinya ; dan (b) ijazah yang telah dilegalisir / disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku.

Contoh :

· Ir. Timbul, Sarjana Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Direktorat Pangan, Pertanian dan Pengairan Bappenas. Apabila Ir. Timbul diangkat pertama kali sebagai Pejabat fungsional Perencana dan bidang studinya sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan di Direktorat Pangan, Pertanian dan Pengairan Bappenas, kepada  Ir. Timbul  diberikan angka kredit untuk ijazah S1 sebesar 75.

· Apabila Ir. Timbul melanjutkan pendidikannnya ke jenjang S@ dan berhasil memperoleh gelar S2 dalam bidang  Ekonomi Pertanian, maka angka kredit yang diperoleh Ir. Timbul adalah sebesar 25, dihitung dari angka 100 dikurangi 75. (catatan : angka kredit 75 sudah diberikan sebelumnya untuk gelar S1-nya).

· Namun apabila bidang studi  S2 Ir. Timbul adalah Manajemen Kelautan ; padahal instansi Perencanaan di tempatnya bekerja tidak memerlukan bidang studi tersebut, maka walaupun Ir. Timbul  memperoleh gelar S2, angka kredit yang diberikan hanya sebesar 10.

· Ir. Sri Adriyani, MURP (S2), bekerja di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, memperoleh lagi gelar sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) dari Universitas Diponegoro. Karena gelar sarjana S2 tersebut setingkat dengan kesarjanaan yang pernah diperolehnya dan yang bersangkutan memiliki bukti fisik yang dipersyaratkan, maka ijazah S2 Ir. Sri Adriyani dari UNDIP tersebut diberikan angka kredit sebesar 10.

b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional / penjenjangan di bidang perencanaan pembangunan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Perencana terdiri dari Diklat Penjenjangan yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kompetensi jenjang jabatan, dan Diklat Teknis yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya kompetensi Perencana dalam bidang perencanaan tertentu.

Ketentuan teknis mengenai mekanisme penyelenggaraan dan desain kurikulum semua jenis diklat tersebut di atas, baik diklat penjenjangan maupun diklat fungsional, akan diatur melalui Keputusan Meneg PPN / Kepala Bappenas.

Bukti Fisik :

STTPL yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat terakreditasi dan surat penugasan mengikuti diklat.

Dasar pemberian angka kredit  :

Kepada Perencana yang telah menyelesaikan diklat dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana Lampiran I Kepmenpan No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, diberikan angka kredit yang besarnya tergantung dari jumlah jam pelajaran (1 jam pelajaran ± 45 menit), yaitu : 

a. Lebih dari 960 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredit

b. 641 – 960 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredit
c. 461 – 640 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredit
d. 161 – 460 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredit
e. 81 – 160 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredit
f. 30 – 80 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredit
Contoh :

Drs. Hikmat, Perencana Pratama pada Bappeda Kota Depok, telah mengikuti diklat teknis fungsional dalam bidang “Perencanaan dan Pengembangan Agribisnis” yang diselenggarakan  oleh Pusdiklat Bappenas bekerjasama dengan IPB Bogor, dengan jumlah jam pelajaran 170 jam pelajaran. Dengan bukti fisik STTPL atau Surat Keterangan telah mengikuti diklat tersebut, yang bersangkutan dapat memperoleh angka kredit sebesar 3.

2. UNSUR KEGIATAN PERENCANAAN 9DILAKSANAKAN OLEH PERENCANA JENJANG TERTENTU)

Dasar pemberian angka kredit  :

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perencana yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Kepmenpan No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, maka Perencana yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:  

· Perencana yang melaksanakan tugas Perencana di atas jenjang jabatannya akan memperoleh angka kredit sebesar 80 % dari angka kredit apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Perencana pada jenjang yang seharusnya.

· Perencana yang melaksanakan tugas Perencana di bawah jenjang jabatannya akan memperoleh angka kredit yang sama (100 %) dengan angka kredit apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Perencana pada jenjang yang seharusnya.

· Terhadap penugasan yang diberikan secara kelompok, jumlah anggota yang diperkenankan maksimal 4 orang. Jumlah angka kredit yang sama sebagaimana dimaksud Lampiran I Kepmenpan No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, diberikan kepada masing-masing individu Perencana.
a. Sub Unsur Identifikasi Permasalahan

1) Penyusunan desain dan instrumen (Angka kredit 0,3 Perencana Muda)

Desain dan instrumen dimaksud adalah rancang kebijakan yang perlu ditempuh untuk memecahkan permasalahan  yang dihadapi.

Bukti fisik :

Laporan berisi desain dan instrumen.

Contoh :

Baruna, SE dan Ir. Vina, Perencana Muda pada Bappeda  Kabupaten Sigli, ditugaskan menyusun desain dan instrumen program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sligi. Dengan laporan desain dan instrumen ini Baruna, SE dan Ir. Vina masing-masing mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

2) Pengumpulan data primer (Angka kredit 0,4 Perencana Muda)

Data primer dimaksud adalah data yang secara langsung dikumpulkan melalui survei kepada responden, baik melalui wawancara maupun kuesioner. Pengumpulan data yang didapat diberikan angka kredit sekurang-kurangnya adalah 30 responden.

Bukti fisik :

Laporan berisi data primer yang telah dikumpulkan.

Contoh :

Dra. Nurul, Perencana Muda pada Bappenas Kabupaten Sigli, ditugaskan mengumpulkan data primer penduduk miskin langsung ke desa-desa di Kabupaten bersangkutan. Dengan data primer yang terkumpul tersebut Dra. Nurul mendapat angka kredit sebesar 0,4.

3) Pengumpulan data sekunder (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Data sekunder dimaksud adalah data yang dikumpulkan baik melalui media cetak maupun elektronik.

Bukti fisik :

Laporan berisi data sekunder yang telah dikumpulkan, dilampiri fotokopi sumbernya.

Contoh :

Aini, SE. Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten Sigli, ditugaskan mengumpulkan data sekunder mengenai pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan hasil-hasilnya, baik di tingkat nasional maupun propinsi, melalui publikasi BPS dan media cetak lainnya. Dengan laporan ini Aini, SE mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

4) Penginventarisasian sumber daya yang potensial (Angka kredit 0,2 Perencana Pertama)

Sumber daya dimaksud adalah sumber daya pembangunan mencakup sumber daya keuangan, SDM, teknologi, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan.

Bukti fisik :

Laporan berisi potensi sumber daya pembangunan.

Contoh :

Drs. Rohmin dan Ir. Sodjak, Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, ditugaskan untuk melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial di daerahnya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Mereka menginventarisasi sumber daya tersebut dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, PAD, dan masyarakat setempat. Dengan laporan yang dibuat, masing-masing memperoleh angka kredit sebesar 0,2.

5) Kodifikasi data  (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Kodifikasi data dimaksud adalah melakukan pemberian kode sebagai dasar untuk pengelompokan data sesuai kebutuhan. Jumlah data yang dapat diberikan angka kredit sekurang-kurangnya adalah 100 record.

Bukti fisik :

Laporan berisi data yang telah dikodifikasikan.

Contoh :

Dra. Nurul selanjutnya ditugaskan untuk melakukan kodifikasi terhadap dat aprimer yang masuk berdasarkan desa dan jenis pekerjaan (mata pencaharian). Dalam ini Dra. Nurul mendapatkan angka kredit 0,1.

6) Pemasukan Data (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Pemasukan data merupakan kelanjutan dari kodifikasi data yang umumnya dilakukan dengan pengetikan (key in) ke dalam suatu sistem. Untuk mendapatkan angka kredit sebesar 0,1 data yang dimasukkan minimal sebesar 100 record.

Bukti fisik :

Laporan  pemasukan data disertai hasil cetak (print-out) data yang telah dimasukkan ke dalam  media (dalam bentuk disket atau media lainnya).

Contoh :

Berdasarkan kodifikasi yang telah dilakukan, Ir. Syukur Perencana Pertama pada Bappeda Kabupaten Kebumen, ditugaskan memasukkan data keluarga miskin sebesar 543 unit ke dalam disket. Dengan laporan yang dibuatnya Ir. Syukur mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

7) Tabulasi data (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Tabulasi data dimaksud adalah menyusun semua data primer dalam bentuk tabel sesuai keperluan.

Bukti fisik :

Laporan berisi tabulasi data.

Contoh :

Ir. Syukur selanjutnya ditugaskan untuk membuat tabulasi data primer berdasarkan kodifikasi yang telah ditentukan dan tabel yang diperlukan. Dengan laporan yang dibuat Ir. Syukur mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

8) Pengolahan Data (Angka kredit 0,2 Perencana Pertama)

Pengolahan data dimaksud adalah mengolah data primer menjadi informasi yang berguna, bervariasi dari tingkat yang sangat mudah sampai dengan yang sangat sulit.

Bukti fisik :

Laporan hasil pengolahan data, dilampiri dengan bukti data primer..

Contoh :

Ir. Syukur selanjutnya ditugaskan untuk mengolah data berdasarkan penggolongan desa dan mata pencaharian. Dari pengolahan data tersebut dapat dilihat sebaran penduduk miskin pada masing-masing desa dan mata pencahariannya. Dengan laporan yang dibuat Ir. Syukur mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

9) Mereview kelengkapan data (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Review kelengkapan data dimaksud adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan kebutuhan data yang diinginkan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Bukti fisik :

Laporan kegiatan review kelengkapan data.

Contoh :

Ir. Sohib Perencana Muda pada Bappede Kabupaten Sigli ditugaskan untuk mereview kelengkapan data penduduk miskin yang telah terkumpul sejak data masih bersifat primer hingga selesai diolah. Dengan laporan yang dibuat Ir. Sohib mendapatkan angka kredit sebesar 0,2

10) Pembuatan diagram dan tabel (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Diagram dan tabel dimaksud diperlukan untuk memudahkan analisis masalah. Angka kredit dapat diberikan apabila kegiatan pembuatan diagram dan tabel tersebut  sesuai dimaksud dalam surat penugasan (work order).

Bentuk fisik :

Laporan berisi diagram dan tebel.

Contoh :

Ir. Syukur selanjutnya ditugaskan untuk membuat diagram dan tebel untuk keperluan analisa dan presentasi dengan DPRD setempat. Dalam hal ini Ir. Syukur mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

11) Penyajian latar belakang masalah (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Penyajian latar belakang masalah disusun berdasarkan informasi data primer yang telah diolah.

Bentuk fisik :

Laporan tentang latar belakang masalah.

Contoh :

Ir. Syukur Perencana pertama pada Bappeda Kabupaten Banyumas, ditugaskan menulis latar belakang masalah kemiskinan. Dari data yang diolah ia menemukan bahwa kemiskinan di Kabupaten Banyumas lebih banyak berupa kemiskinan temporer karena banyaknya pengangguran yang terjadi selama krisis. Dengan laporan yang dibuat Ir. Syukur mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

12) Memformulasikan sajian untuk analisis (Angka kredit 0,2 Perencana pertama)

Formulasi sajian dimaksud disusun dengan memadukan latar belakang masalah, fakta yang ada, serta potensi yang tersedia.

Bentuk fisik :

Laporan tertulis yang berisi formula penyajian menyeluruh untuk keperluan analisis.

Contoh :

Ir. Vera Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Simalungun, ditugaskan untuk menyusun formulasi sajian untuk keperluan analisis berdasarkan latar belakang masalah,fakta yang ada dan potensi  daerah dalam program pengentasan kemiskinan. Dengan laporan yang dibuat Ir. Vera mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

13) Menganalisis hasil-hasil pembangunan (Angka kredit 0,3 Perencana Muda)

Analisis hasil pembangunan dilakukan hanya terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Bentuk fisik :

Laporan berisi analisis hasil-hasil pembangunan.

Contoh :

Drs. Felik  dan Dra. Anna Perencana Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok ditugaskan untuk menganalisis hasil-hasil pembangunan di sektor pertanian selama 3 tahun terakhir ini. Dengan laporan yang dibuatnya masing-masing Perencana  tersebut  mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

14) Mengevaluasi data yang sudah ada (Angka kredit 0,2 Perencana Muda) 

Evaluasi data dimaksud dilakukan terhadap dat ayang sudah ada dikaitkan dengan  kebutuhan analisa pembangunan.

Bentuk fisik :

Laporan berisi formula hasil evaluasi terhadap data yang ada.

Contoh :

Ir. Mangunsong Perencana Muda pada Bappeda Kota Medan ditugaskan untuk melakukan evaluasi data yang sudah ada dengan kebutuhan analisa pembangunan yang akan dilakukan. Dengan laporan tertulis berisi evaluasi data tersebut Ir. Mangunsong mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

15) Menyusun neraca sumber daya yang potensial (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Sumber daya dimaksud adalah sumber daya keuangan, SDM, teknologi dan sebagainya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan.

Bentuk fisik :

Laporan berisi neraca sumber daya potensial.

Contoh :

Vina, MBA. Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara ditugaskan untuk menyusun neraca sumber daya potensial bagi keuangan daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.  Dengan laporan tertulis yang berisi potensi keseimbangan keuangan daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, Vina MBA. mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

16) Menentukan jenis permasalahan (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Kegiatan dimaksud hanya menentukan jenis permasalahan yang dihadapi. Adapun tingkat permasalahan dinilai dalam kegiatan (a.17).

Bentuk fisik :

Laporan berisi jenis permasalahan yang dihadapi.

Contoh :

Ir. Sobur Perencana Pertama pada Dinas Tata Kota Bogor ditugaskan untuk menemukan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kota Bogor dalam mengembangkan pariwisata. Setelah melakukan pengamatan dengan seksama Ir. Sobur menemukan salah satu masalah pokoknya adalah kepadatan lalu lintas terutama di seputar Kebun Raya Bogor. Sesuai dengan laporan yang dibuat Ir. Sobur mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

17) Menentukan tingkat permasalahan (Angka kredit 0,1 Perencana Muda)

Tingkat permasalahan ditentukan setelah jenis permasalahan ditemukan.

Bentuk fisik :

Laporan berisi tingkat permasalahan yang dihadapi.

Contoh :

Setelah membaca laporan Ir. Sobur, Ir. Simanjuntak Perencana Muda pada Dinas Tata Kota Bogor ditugaskan untuk menentukan tingkat permasalahan dari kepadatan lalu lintas yang dihadapi Kota Bogor. Berdasarkan pengamatan yang seksama, Ir. Simanjuntak memastikan pada kepadatan lalu lintas di Kota Bogor sudah pada tingkat yang rawan. Dengan laporan tersebut Ir. Simanjuntak mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

18) Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan  (Angka kredit 0,1 Perencana Muda)

Setelah diketahui jenis dan tingkat permasalahan yang dihadapi, kemudian diidentifikasi penyebab permasalahan tersebut.

Bentuk fisik :

Laporan yang menjelaskan faktor-faktor yang dapatdiidentifikasikan sebagai penyebab dan bagaimana faktor tas dapat menjadi penyebab timbulnya masalah..

Contoh :

Ir. Simanjuntak selanjutnya ditugaskan untuk menemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kepadatan kepadatan lalu lintas di Kota Bogor. Setelah melalui pengamatan yang seksama, Ir. Simanjuntak menemukan bahwa faktor penyebab utama kepadatan lalu lintas di Kota Bogor adalah letak terminal bus yang berdekatan dengan Kebun Raya Bogor. Dengan laporan tersebut Ir. Simanjuntak mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.

b. Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan
1) Menyusun landasan kerangka teoritis dan model (Angka kredit 0,3 Perencana Madya)

Kerangka teori dimaksud adalah landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan pembangunan yang dihadapi. Adapun model dimaksud adalah kerangka yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi yang dapat pula digunakan sebagai alat simulasi tingkah laku dari suatu sistem.

Bentuk fisik :

Laporan yang menjelaskan landasan teori dan model  yang digunakan untuk mendekati permasalahan pembangunan.

Contoh :

Irene, MSc. Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Riau ditugaskan untuk  merumuskan kebihjakan pengembangan ekonomi Propinsi Riau. Dengan menggunakan data yang ada, Irene, MSc. Menyusun landasan teoritis dan kerangka / model pengembangan ekonomi Propinsi Riau. Dengan laporan tersebut Irene, MSc.mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.

2) Melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan  / kerangka logis (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Studi pustaka dimaksud adalah mencari informasi yang lengkap untuk memahami permasalahan yang ada guna memperkuat landasan teoritis dan model yang sudah ditentukan, termasuk informasi mengenai kebijakan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Bukti fisik :

Laporan yang menguraikan hasil studi pustaka yang dilakukan.

Contoh :

Ir. Hasbi Perencana Muda Bappeda Propinsi Riau ditugaskan untuk membantu Irene, MSc. Melakukan studi pustaka untuk memperkuat landasan teori / kerangk alogis yang telah dibuat. Dengan laporan yang dibuat Ir. Hasbi memperoleh angka kredit sebesar 0,2.

3) Menyusun spesifikasi model (Angka kredit 0,1 Perencana Muda)

Spesifikasi mode dimaksud adalah menentukan variabel yang berpengaruh dalam model, kemudian menyusun hubungan antara variabel yang ada.

Bukti fisik :

Laporan yang memuat spesifikasi model yang akan digunakan.

Contoh :

Ir. Hasbi selanjutnya ditugaskan menyusun spesifikasi dari model pengembangan industri nonmigas di Riau dengan menentukan hubungan masing-masing variabel yang ada. Dengan laporan ini Ir. Hasbi mendapat angka kredit sebesar 0,1.

4) Menyusun asumsi / hipotesa model (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Asumsi  / hipotesa dimaksud disusun berdasarkan spesifikasi model serta pemahaman terhadap permasalahan yang ada.

Bukti fisik :

Laporan yang memuat asumsi / hipotesa model yang digunakan.

Contoh :

Irene, MSc. Selanjutnya ditugaskan untuk menyusun asumsi / hipotesa model pengembangan sektor nonmigas di Riau. Ia mengasumsikan bahwa salah satu penyebab kurang berkembangnya sektor nonmigas adalah karena lemahnya dukungan infrastruktur fisik antara lain prasarana jalan dan telekomunikasi kecuali untuk kawasan industri migas. Asumsi / hipotesa ini didasarkan aliran input – output yang disajikan dalam Tabel I/O Tahun 1995. Dengan laporan tersebut Irene, MSc. memperoleh angka kredit sebesar 0,2.

5) Melakukan konsultasi dengan pihak / lembaga yang kompeten (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Pihak / lembaga kompeten dimaksud antara lain perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kesimpulan hasil konsultasi atau masukan tertulis dari pihak / lembaga yang berkompeten tersebut.

Contoh :

Karena Ir. Hasbi berhalangan sakit, Irene, MSc. selanjutnya ditugaskan untuk melakukan konsultasi tentang konsep kebijakan dan model yang dikembangkan. Dari sisi kebijakan ia melakukan konsultasi dengan DPRD, Kadinda Riau, dan beberapa asosiasi usaha ;  sedangkan dari sisi teknik model, ia melakukan konsultasi dengan Fakultas Ekonomi Universitas Riau dan Andalas. Dengan laporan yang berisi konsultasi tersebut Irene, MSc. mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
6) Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian  tujuan (Angka kredit 0,3 Perencana Utama)

Penyesuaian dimaksud dapat berupa baik perubahan maupun pendalaman dari konsep kebijakan dan model yang akan dikembangkan.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi penyesuaian terhadap konsep dan model yang dikembangkan.

Contoh :

Dari laporan hasil konsultasi didapatkan masukan, bahwa selain karena rendahnya dukungan infrastruktur fisik, kurang berkembangnya sektor nonmigas juga disebabkan oleh lemahnya iklim investasi di Riau. Ir. Arni, MSc Perencana Utama pada Bappeda Propinsi Riau, ditugaskan untuk melakukan penyesuaian dengan masukan dari hasil konsultasi. Dari sisi kebijaksanaan, iklim penanaman modal di Riau perlu dievaluasi lebih lanjut. Sedangkan dari sisi teknis model, perlu dikembangkan model parsiil investasi untuk melihat dinamika investasi dan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan laporan yang dibuatnya Ir. Arni, MSc. mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
7) Memasukkan data ke dalam model yang akan dipakai (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Pemasukan data dimaksud disusun sesuai dengan jenis data / informasi yang sudah dispesifikasikan dalam model yang untuk dapat diolah lebih lanjut.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi data yang sudah berada di dalam model.

Contoh :

Ir. Hasbi ditugaskan lagi untuk memasukkan data ke dalam model input – output, ekonometrik time series, dan statistik korelatif. Dengan laporan tersebut Irene, MSc. memperoleh angka kredit sebesar 0,2.

8) Mangkaji hasil-hasil pengujian model (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Berdasarkan model yang dikembangkan, dihasilkan beberapa gambaran dan perkiraan / rencana pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan, atau penerapan simulasinya dalam suatu kerangka / model yang digunakan.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian terhadap hasil pengujian model yang dilakukan..

Contoh :

Ir. Sahala, MSc. ditugaskan untuk  mengkaji hasil pengujian model yang dilakukannya. Peningkatan infrastruktur jalan misalnya hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5%. Sedangkan apabila dilakukan bersamaan dengan peningkatan iklim investasi akan memberi tambahan pertumbuhan sebesar 1%. Dengan laporan yang berisi kesimpulan dari hasil pengujian model tersebut Ir. Sahala, MSc. mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
9) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang (Angka kredit 0,4 Perencana Utama)

Kebijaksanaan strategis jangka panjang dimaksud berjangka waktu  10 – 25 tahun. Tujuan realistis dimaksud adalah tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. Terhadap tujuan yang ditetapkan lebih dari satu, perlu diperhatikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak saling bertentangan.

Bukti fisik :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang.

Contoh :

Ir. Sulaiman, MSc. Perencana Utama pada Bappenas ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis pembangunan jangka panjang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Dengan laporan yang dibuatnya Ir. Sulaiman, MSc. memperoleh angka kredit sebesar 0,4.
10) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah  (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Kebijaksanaan strategis jangka menengah dimaksud berjangka waktu  3 - 5 tahun. Tujuan realistis dimaksud adalah tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. 

Bukti fisik :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah.

Contoh :

Ir. Rakyan, MSc. Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Jawa Timur  ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis dalam perencanaan kebijaksanaan pembangunan ekonomi Jawa Timur 5 tahun ke depan antara lain : (a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur dan lingkungannya ; (b) meningkatkan pendapatan daerah ; serta (c) menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Dengan besaran-besaran kuantitatif yang dinilai realistis, Ir. Rakyan, MSc. memperoleh angka kredit sebesar 0,2.

11) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Kebijaksanaan strategis jangka pendek dimaksud berjangka waktu  1 - 2 tahun. Tujuan realistis dimaksud adalah tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. 

Bukti :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek.

Contoh :

Drs. Aminudin, MBA. Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara  ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis dalam rencana kebijaksanaan strategis peningkatan pendapatan daerah satu tahun ke depan. Apabila Drs. Aminudin, MBA dapat mengungkapkan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dengan jelas, maka ybs memperoleh angka kredit sebesar 0,2.
12) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro (Angka kredit 0,3 Perencana Utama)

Kebijaksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang sifat dan lingkupnya nasional. Tujuan realistis dimaksud adalah tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. 

Bukti :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro.

Contoh :

Djamin, MA. Perencana Utama pada Bappenas  ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis dalam rencana kebijaksanaan strategis percepatan pemulihan ekonomi nasional tahun 2000 – 2004. Dengan laporan yang berisi tujuan-tujuan realistis antara lain berisi sasaran indikatif pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mampu mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan, Djamin, MA. memperoleh angka kredit sebesar 0,3.
13) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Kebijaksanaan sektoral dimaksud adalah kebijaksanaan melalui sektor seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangk apanjang, menengah, maupun pendek.

Bukti  :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral.

Contoh :

Silalahi, MA. Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Sumatera Barat ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis dalam rencana kebijaksanaan strategis pembangunan sektor pertanian di Sumatera Barat. Dengan laporan memuat tujuan yang realistis dapat dicapai Silalahi, MA. memperoleh angka kredit sebesar 0,2.
14) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Regional dimaksud dapat merupakan kawasan yang dibentuk untuk kepentingan kesatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Kebijaksanaan strategis regional dapat merupakan kebijaksanaan strategis pembangunan nasional yang didesentralisasikan ke dalam lingkup spatial yang lebih kecil.

Bukti  :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional.

Contoh :

Syahrir, MPA. Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis dalam rencana kebijaksanaan pembangunan kawasan berikat. Dengan laporan memuat tujuan yang realistis tersebut  Syahrir, MPA. Mendapatkan  angka kredit sebesar 0,2.
15) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka panjang (Angka kredit 0,3 Perencana Utama)

Kebijaksanaan strategis jangka panjang dimaksud berjangka waktu  10 – 25 tahun. Tujuan realistis dimaksud adalah tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. Program dimaksud adalah program strategis yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan program strategis jangka menengah.

Bukti fisik :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan program strategis jangka panjang.

Contoh :

Basuni, MSc. Perencana Utama pada Bappenas ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis dalam rencana jangka panjang program penanggulangan kemiskinan termasuk di antaranya menyusun terbentuknya jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu atau yang mengalami musibah misalnya pemutusan hubungan kerja. Dengan laporan tersebut Basuni. MSc. memperoleh angka kredit sebesar 0,3.

16) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah (Angka kredit 0,4 Perencana Madya)

Program strategis jangka menengah dimaksud berjangka waktu  3 - 5 tahun. Tujuan realistis dimaksud adalah tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut. Program dimaksud adalah program strategis yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan program strategis jangka pendek.

Bukti fisik :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah.

Contoh :

Baswir, MA. Perencana Madya pada Bappenas  ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis dalam perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan antara lain adalah memenuhi kebutuhan bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok miskin secara merata dan terjangkau. Dengan laporan yang disusun tersebut Baswir, MA. mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

17) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis makro (Angka kredit 0,3 Perencana Utama)

Program strategis makro dimaksud adalah program yang berlingkup nasional seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.

Bukti :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan program strategis makro.

Contoh :

Radjawane, MA. Perencana Utama pada Bappenas  ditugaskan untuk merumuskan program nasional pengendalian pencemaran udara, dengan sasaran penggunaan bahan bakar bensin tanpa timbal di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2003. Dengan laporan tersebut Radjawane, MA. memperoleh angka kredit sebesar 0,3.
18) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral (Angka kredit 0,3 Perencana Madya)

Program strategis sektoral dimaksud adalah program seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.

Bukti :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral.

Contoh :

Ir. Wulandari, MSc. Perencana Madya pada Depkimpraswil  ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis perencanaan program nasional pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang utamanya adalah : (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan ; (2) meningkatkan peranan dunia usaha/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman. Dengan laporan yang disusun Ir. Wulandari, MSc. memperoleh angka kredit sebesar 0,3.
19) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis regional (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Regional dimaksud dapat merupakan kawasan yang dibentuk untuk kepentingan kasatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Program strategis regional dimaksud adalah program strategis yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangk apanjang, menengah maupun pendek.

Bukti fisik :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan program strategis regional.

Contoh :

Ir. Masduki Perencana Muda pada Depdagri  ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis dalam perencanaan program pembangunan Wilayah Tertinggal yang utamanya adalah meningkatkan askesibilitas wilayah tertinggal terhadap faktor produksi dan prasarana fisik yang mendukung percepatan pembangunan wilayah tertinggal, serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan masyarakat termasuk kelembagaan adat beserta kearifan tradisionalnya. Dengan laporan tersebut Ir. Masduki mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

20) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal  (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Proyek sektor tunggal dimaksud adalah proyek pembangunan yang keterkaitan dengan sektor lain relatif kecil.

Bukti fisik :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan proyek sektor tunggal..

Contoh :

Dra. Regina Perencana Muda pada Bappeda Kabupatyen Bengkulu ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis proyek peningkatan kapasitas air bersih yang antara lain :  (a) meningkatkan kapasitas suplai menjadi 1000 l / detik pada akhir tahun 2002, serta (b) meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap 80% penduduk. Dengan laporan ini Dra. Regina  mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.

21) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral  (Angka kredit 0,3 Perencana Madya)

Proyek multi sektor adalah proyek pembangunan yang melibatkan beberapa sektor terkait. 

Bukti fisik :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral.

Contoh :

Dra. Made Perencana Madya pada Kabupaten Buleleng ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis proyek peningkatan efektifitas dan efisiensi jaringan irigasi terpadu bagi pengembangan pertanian, agribisnis dan pembangunan pedesaan. Dengan laporan tersebut Dra. Made memperoleh angka kredit sebesar 0,3.

22) Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek kawasan (Angka kredit 0,4 Perencana Utama)

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepentingan kasatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. 

Bukti fisik :

Laporan berisi rumusan tentang tujuan realistis yang akan dicapai dalam perencanaan proyek kawasan.

Contoh :

Drs. Oka Perencana Utama pada Departemen Kelautan dan Perikanan ditugaskan untuk merumuskan tujuan realistis pengembangan Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa yang pada pokoknya untuk meningkatkan taraf kehidupan nelayan. Dengan laporan ini Drs. Oka  memperoleh angka kredit sebesar 0,4.

c. Sub Unsur Pengkajian Alternatif

1) Merumuskan kriteria untuk menilai alternatif  (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Kriteria dimaksud adalah ukuran dalam menilai berbagai alternatif yang ada. Alternatif dapat berupa alternatif kebijakan / program / proyek / kegiatan.

Bukti fisik :

Laporan yang menjelaskan landasan pemikiran atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk merumuskan kriteria.

Contoh :

Drs. Muthia Perencana Pertama pada Bappeda Propinsi Sumbar, ditugaskan memilih kecamatan / desa yang akan menerima dana bantuan khusus untuk pemberantasan kemiskinan. Dra. Muthia kemudian merumuskan definisi tentang kemiskinan dan ciri utamanya. Berdasarkan definisi dan ciri tersebut dirumuskan kriteria yang dapat menggambarkan tingkat kemiskinan yang pengeluaran per bulannya kurang dari Rp. 100.000,- per kapita, jumlah dan persentase penduduk yang tidak bekerja atau mencari kerja (pengangguran), jumlah dan persentase penduduk yang tidak tamat (putus sekolah) SD, serta jumlah dan persentase pendudukkurang gizi. Dengan laporan ini Drs. Muthia mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.
2) Menulis saran untuk menilai alternatif (Angka kredit 0,1 Perencana Pertama)

Saran dimaksud adalah saran terhadap kriteria yang ada dan nantinya digunakan untuk menilai alternatif.

Bukti fisik :

Laporan berisi saran tentang kriteria yang sebaiknya digunakan untuk menilai alternatif.

Contoh :

Dra. Muthia selanjutnya ditugaskan menulis saran untuk kriteria yang ada. Dengan dasar pemikiran tertentu ia menyarankan bahwa kriteria-kriteria buta huruf, bekerja dan kurang gizi tidak perlu digunakan untuk menilai alternatif. Dengan laporan ini Dra. Muthia mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.
3) Menentukan kriteria untuk menilai alternatif melalui proses pengambilan keputusan (Angka kredit 0,2 Perencana Utama)

Pengambilan keputusan dilakukan dengan memilih satu kriteria yang ada atau memberi bobot terhadap beberapa kriteria yang akan digunakan.

Bukti fisik :

Laporan berisi penjelasan tentang metode pengambilan keputusan untuk suatu kriteria atau bobot terhadap akan digunakan.

Contoh :

Dra. Hamdan Perencana Utama pada Bappeda Propinsi Sumbar, ditugaskan menentukan kriteria untuk menilai berbagai alternatif yang ada. Berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh Dra. Muthia, Drs. Hamdan menentukan bobot untuk masing-masing kriteria sehingga dapat dihitung nilai total tertimbang (bobot dikalikan  angka masing-masing kriteria kemudian dijumlahkan) yang menunjukkan nilai atau urutan kemiskinan dari masing-masing kecamatan / desa. Drs. Hamdan mengusulkan misalnya bahwa nilai total tertimbang kemiskinan yang berada di atas rata-rata atau median dipilih untuk menerima bantuan. Dengan laporan ini Drs. Muthia memperoleh angka kredit 0,2.
4) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang (Angka kredit 0,3 Perencana Utama)

Kriteria dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka panjang (10 – 25 tahun) yang bersifat aspiratif.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam rencana pembangunan strategis jangka panjang.

Contoh :

Salim, MA. Perencana Utama pada Deperindag ditugaskan mengkaji alternatif transformasi industri dalam rencana kebijaksanaan strategis jangk apanjang, antara lain : (1) mendorong pembangunan industri teknologi tinggi (misalnya pesawat terbang dan ruang angkasa), (2) hulu (perkapalan, logam dasar dan petro-kimia), atau (3) industri hilir. Kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan antara lain adalah struktur ekonomi yang akan dicapai, penciptaan lapangan kerja, dan sebagainya. Dengan laporan ini Salim, MA. mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
5) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Kriteria dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah (3-5 tahun) yang bersifat indikatif.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam rencana pembangunan strategis jangka menengah.

Contoh :

Ir. Simorangkir Perencana Madya pada Deperindag ditugaskan mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan strategis jangka menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) nasional untuk 5 tahun mendatang,  antara lain : (a) mendorong pengembangan UKM substitusi impor untuk pasar domestik (captive market) ; (b) mendorong UKM berorientasi ekspor, serta ekspor, serta  (c) mendorong UKM industri teknologi tinggi tanpa memperdulikan orientasinya (ekspor atau substitusi impor). Kriteria pemilihan alternatifnya misalnya jumlah devisa yang dapat dihasilkan / dihemat, dan sebagainya. Dengan laporan ini Ir. Simorangkir mendapatkan angka kredit sebesar 0,2
6) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek (Angka kredit 0,3 Perencana Muda)

Kriteria dimaksud harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah (1-2 tahun) yang bersifat operasional.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam rencana pembangunan strategis jangka pendek.

Contoh :

Drs. Jacob Perencana Muda pada Depkeu ditugaskan mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan strategis jangka pendek dalam rangka percepatan restrukturisasi perbankan untuk tahun 2002, antara lain : (a) rekapitalisasi bank bermasalah, (b) merger, serta (c) penutupan bank. Kriteria yang digunakan antara lain lapangan kerja yang diciptakan, cadangan devisa yang dihasilkan, dan sebagainya Dengan laporan ini Drs. Jacob mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
7) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro (Angka kredit 0,4 Perencana Utama)

Kebijaksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang berlingkup nasional.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam rencana pembangunan strategis makro.

Contoh :

Drs. Asep Perencana Utama pada Kementrian Koordinator Perekonomian ditugaskan mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan percepatan pemulihan ekonomi tahun 2002, antara lain : (a) penguatan perekonomian domestik bersandarkan kepercayaan konsumen dan investasi dalam negeri ; (b) mendorong investasi luar negeri dengan membuka pasar dalam negeri selebar-lebarnya ; serta (c) penguatan daya saing ekspor untuk meningkatkan kinerja ekspor yang menurun tahun 2001. Kriteria yang digunakan antara lain lapangan kerja yang diciptakan, cadangan devisa yang dihasilkan, dan sebagainya. Dengan laporan ini Drs. Asep mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.
8) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Kebijaksanaan strategis sektoral dimaksud adalah kebijakan sektor pembangunan seperti tercantum dalam rencana jangka panjang, menengah dan pendek.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam rencana pembangunan strategis sektoral.

Contoh :

Sondakh, MBA. Perencana Madya pada Depkeu ditugaskan mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan strategis pengembangan sistem perbankan dalam 3 alternatif : (a) sistem perbankan cabang (branch banking system) sebagaimana berlaku selama ini ; (b) sistem perbankan satuan (unit banking syatem) seperti diterapkan di Amerika Serikat, serta (c) sietem campuran (hybrid banking system) seperti yang diterapkan di Jepang, Perancis dan Jerman. Kriteria yang digunakan antara lain biaya (transaksi) termurah, aksessibilitas, dan skala kerentanan (vulnerability) terhadap krisis. Dengan laporan ini Sondakh, MBA. mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
9) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Regional dimaksud dapat merupakan kawasan yang dibentuk untuk kepentingan kasatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Program strategis regional dimaksud adalah program strategis yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.

Kebijaksanaan strategis regional dimaksud adalah kebijaksanaan seperti tercantum dalam rencana jangka panjang, menengah dan pendek

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam rencana pembangunan strategis regional.

Contoh :

Ir. Djenar Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Riau ditugaskan mengkaji alternatif rencana pengembangan daerah Tegal sebagai kawasan industri kecil terpadu antara lain dengan : (a) sub-contracting ; (b) koperasi industri kecil,  atau (c) kombinasi keduanya. Kriteria yang digunakan antara lain biaya transaksi, kekuatan tawar menawar (bergaining power),  dan keterkaitan dengan industri menengah dan induknya.. Dengan laporan ini Ir. Djenar mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
10) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang (Angka kredit 0,2 Perencana Utama)

Kebijaksanaan strategis jangka panjang dimaksud mencakup kurun waktu 10 – 25 tahun. 

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam rencana program strategis jangka panjang.

Contoh :

Ir. Fernandus Perencana Utama pada Depperindag ditugaskan mengkaji alternatif rencana kebijaksanaan jangka panjang pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor, yaitu (a) membentuk aliansi strategis (cluster) baik antar IKM maupun antar IKM dengan industri besar dalam suatu jaringan sistem produksi dan distribusi ; (b) mengembangkan jaringan sistem layanan pendukung usaha (business development service – BDS) untuk meningkatkan akses IKM terhadap sumber daya produktif ; dan (c) deregulasi peraturan kebijaksanaan untuk memperluas kesempatan berusaha secara adil dan meningkatkan produktivitas. Dengan kriteria yang telah ditentukan, laporan kajian dibuat. Dalam hal ini Ir. Fernandus mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
11) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah (Angka kredit 0,1 Perencana Madya)

Pengkajian alternatif dimaksud adalah melakukan analisa / telaahan berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pilihan yang paling optimal. Program strategis jangk amenengah dimaksud mencakup kurun waktu 3 - 5 tahun. 

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam perencanaan  program strategis jangka menengah.

Contoh :

Dra. Hutapea Perencana Madya pada Depperindag ditugaskan mengkaji 3 alternatif program strategis jangka panjang menengah pengembangan UKM yang diarahkan untuk membangun kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, yaitu : (a) penciptaan iklim usaha yang kondusif ; (b) peningkatan akses kepada sumber daya produktif ; dan (c) pengembangan kewirausahaan dan UKM berkeunggulan kompetitif. Dengan laporan yang dibuat, Drs Hutapea mendapatkan angka kredit sebesar 0,1.
12) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis makro (Angka kredit 0,3 Perencana Utama)

Program strategis makro dimaksud adalah program strategis yang berlingkup nasional.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam perencanaan  program strategis makro.

Contoh :

Safitri, MA. Perencana Utama pada Depkeu ditugaskan mengkaji berbagai alternatif program peningkatan ketahanan fiskal (fiscal sustainability) tahun 2002, yaitu antara lain peningkatan rasio pajak terhadap PDB, penjualan aset, privatisasi BUMN, dan pengendalian belanja negara. Dengan kriteria yang telah ditetapkan, Safitri, MA. mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
13) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan program strategis sektoral (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Program strategis sektoral dimaksud adalah program sektor pembangunan  seperti yang tercantum dalam rencana jangka panjang, menengah dan pendek.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam perencanaan  program strategis sektoral.

Contoh :

Dr. Tjuk Perencana Madya pada Departemen Pertanian ditugaskan mengkaji berbagai alternatif dalam rencana program ketahanan pangan antara lain melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian yang ada, pemanfaatan lahan menganggur, diversifikasi bahan makanan, dan sebagainya. Dengan kriteria yang telah ditetapkan Dr. Tjuk membuat kajian terhadap berbagai alternatif yang ada. Berdasarkan laporan tersebut Dr. Tjuk mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
14) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek strategis regional (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Regional dimaksud dapat merupakan kawasan yang dibangun untuk kepentingan kasatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kawasan kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Program strategis regional dimaksud adalah program strategis yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam perencanaan  program strategis regional.

Contoh :

Dra. Sari Perencana Muda pada Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan ditugaskan mengkaji alternatif pengembangan kawasan yang melibatkan beberapa Kabupaten di sekitar Makassar antara lain sebagai kawasan industri dan perdagangan, pariwisata, atau pendidikan. Dengan kriteria yang ditetapkan ia mengkaji masing-masing alternatif yang ada. Berdasarkan laporan yang dibuat Dra. Sari mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
15) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal (Angka kredit 0,1 Perencana Muda)

Proyek sektor tunggal dimaksud adalah proyek yang tidak mempunyai kaitan erat dengan sektor lain.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam perencanaan  proyek sektor tunggal.

Contoh :

Drh. Pasaribu Perencana Muda pada Departemen Pertanian ditugaskan untuk mengkaji proyek pengembangbiakan sapi tahun 2002 dengan berbagai alternatif sapi lokal berdasarkan kriteria medis yang sudah ditentukan. Dengan laporan yang dibuat Drh. Pasaribu memperoleh angka kredit sebesar 0,1.
16) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Proyek multi sektor adalah proyek yang melibatkan beberapa  sektor pembangunan terkait.

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam perencanaan  proyek multi sektor.

Contoh :

Gumpita, MA. Perencana Madya pada Departemen Keuangan ditugaskan untuk mengkaji berbagai alternatif proyek pengembangan kredit usaha tani terpadu yang tidak saja mencakup sektor pertanian dalam arti sempit tetapi juga perdagangan, perikanan, peternakan. Kriteria yang digunakan antara lain jangka waktu pemberian kredit, batas maksimum kredit, dan tingkat pengembalian kredit. Dengan laporan yang memuat kajian alternatif tersebut Gumpita, MA. memperoleh angka kredit sebesar 0,2.
17) Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan  kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan (Angka kredit 0,3 Perencana Utama)

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepentingan kasatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. 

Bukti fisik :

Laporan yang berisi kajian urutan prioritas kepentingan beserta catatan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dalam perencanaan  proyek kawasan.

Contoh :

Dra. Rosana Perencana Utama di Bappenas ditugaskan alternatif pengembangan kawasan ekonomi terpadu, yaitu : (a) Jawa-Bali ; (b) Sumatera ; dan (c) Irian, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Kriteria yang dipilih misalnya adalah kedekatan dengan jalur pelayaran internasional, ketersediaan bandara internasional, dan sebagainya. Dengan laporan ini Dra. Rosana mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
d. Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana

1) Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan dimaksud ditulis berdasarkan analisa kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif yang ada.

Bukti fisik :

Laporan yang memuat saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan.

 Contoh :

Ir. Achmad Perencana Madya pada Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah ditugaskan mengidentifikasi berbagai rencana alternatif untuk membuka daerah terisolir di pedalaman Kalimantan Tengah. Ia kemudian membuat laporan yang berisi dan rencana alternatif yaitu membuka sara angkutan darat atau mengembangkan angkutan sungai ke daerah terisolir tersebut. Berdasarkan pertimbangan biaya dan budaya masyarakat setempat, ia merekomendasikan untuk dikembangkan sarana angkutan sungai. Dengan laporan ini Ir. Achmad mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
2) Memproses pengambilan keputusan Angka kredit 0,2 Perencana Utama)

Pengambilan keputusan dimaksud adalah menetapkan suatu pilihan dari berbagai alternatif  yang sudah dikaji dan berdasarkan pertimbangan manfaat dan biaya yang akan ditanggung.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat berbagai alternatif  dan pemilihan alternatif yang akan dilaksanakan serta perkiraan biaya dan manfaat yang akan diperolah.

Contoh :

· Sukamulya, MSc. Perencana Utama di Bappenas ditugaskan membuat perhitungan asumsi nilai tukar rupiah untuk keperluan penyusunan RAPBN 2002. Dengan berbagai metoda ia membuat laporan tentang berbagai kemungkinan kurs rupiah yang mungkin terjadi dalam tahun 2002, dan memilih kurs sebesar Rp. 9.000,- per US$ sebagai asumsi yang paling layak digunakan dilihat dari berbagai segi. Dengan laporan yang dibuat Sukamulya, MSc. mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
· Sri, SE. Perencana Madya Kota Binjai ditugaskan mengkaji berbagai alternatif kenaikan retribusi parkir dalam penyusunan RAPBD 2002. Ia kemudian membuat usulan bahwa retribusi parkir kendaraan bermotor perlu dinaikkan rata-rata 30%. Pilihan kenaikan lainnya adalah 10% dan 50% dari tarif sebelumnya. Dengan laporan ini Sri, SE. karena jenjang jabatan Perencananya setingkat lebih rendah, maka yang bersangkutan mendapatkan angka kredit sebesar 80% x 0,2 = 0,16.
3) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang (Angka kredit 0,5 Perencana Utama)

Perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaan dimaksud dapat bersumber baik dari keuangan negara, keuangan pemerintah daerah, BUMN/BUMD, swasta, maupun masyarakat. Rencana kebijaksanaan strategis jangka panjang dimaksud berjangka waktu 10 – 25 tahun.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang.

Contoh :

Ali, MBA. Perencana Utama pada Dinas Perhubungan Propinsi Jambi ditugaskan menyusun perkiraan anggaran yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis di sektor perhubungan untuk kurun waktu 2002-2012. Dengan laporan yang dibuat Ali, MBA. mendapatkan angka kredit sebesar 0,5.
4) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah (Angka kredit 0,5 Perencana Madya)

Rencana kebijaksanaan strategis jangka menengah dimaksud berjangka waktu 3-5 tahun.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka menengah.

Contoh :

Ir. Komang Perencana Madya pada Bappeda Kabupaten Bitung ditugaskan menyusun perkiraan RAPBD Kabupaten Bitung untuk kurun waktu 2002-2005. Dengan laporan yang dibuatnya  Ir. Komang mendapatkan angka kredit sebesar 0,5.

5) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek (Angka kredit 0,4 Perencana Muda)

Rencana kebijaksanaan strategis jangka pendek dimaksud berjangka waktu 1 – 2 tahun.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek.

Contoh :

· Ir. Fauzi Perencana Muda pada Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara ditugaskan menyusun perkiraan APBD Propinsi asumsi nilai tukar rupiah untuk keperluan penyusunan RAPBN Propinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2002. Dengan laporan yang dibuatnya  Ir. Fauzi mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.
· Dra. Nani Perencana Pertama pada Bappeda DKI Jaya menyusun perkiraan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis dalam penyediaan kebutuhan pokok di kota Jakarta menjelang Hari Raya Lebaran dan Natal tahun 2002. Dengan laporan ini Dra. Nani mendapatkan angka kredit sebesar 0,8 x 0,4 = 0,32.
6) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro (Angka kredit 0,4 Perencana Utama)

Kebijaksanaan makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang berlingkup nasional.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis makro.

Contoh :

Tati, MSc. Perencana Utama pada BKPM ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan investasi nasional 5 tahun ke depan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat termasuk dunia usaha. Dengan laporan yang dibuat Tati, MSc. mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.
7) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Rencana kebijaksanaan strategis sektoral dimaksud adalah sektor seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral.

Contoh :

Kamal, SE. Perencana Madya pada Depertemen Kelautan ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan investasi nasional tahun depan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan di sektor kelautan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat termasuk dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan laporan ini Kamal, SE. mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
8) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional (Angka kredit 0,3 Perencana Muda)

Regional dimaksud dapat merupakan kawasan yang dibangun untuk kepentingan kasatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kawasan kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. Perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaan dimaksud dapat bersumber baik dari keuangan negara, keuangan daerah, BUMN/BUMD, swasta, maupun masyarakat

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional.

Contoh :

Edy, MSc. Perencana Muda pada Bappenas ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan investasi dalam rangka pembangunan Kawasan Indonesia Timur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat termasuk dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan laporan ini Edy, MSc. mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
9) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang (Angka kredit 0,3 Perencana Utama)

Rencana program strategis jangka panjang dimaksud berjangka waktu 10 – 25 tahun.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka panjang.

Contoh :

Ir. Toto Perencana Utama pada Bappeda Propinsi Banten ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan program pertanian di Propinsi Banten untuk kurun waktu 2002-2012 yang merupakan program strategis di Propinsi tersebut. Dalam hal ini Ir. Toto  mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
10) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Rencana program strategis jangka menengah dimaksud berjangka waktu 3-5 tahun.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan program strategis jangka menengah.

Contoh :

Mathias, SE. Perencana Madya pada Pemda Kepulauan Nias ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan program di sektor kelautan di Kepulauan Nias untuk kurun waktu 2002-2012 yang merupakan program strategis di kepulauan tersebut. Dengan laporan yang dibuatnya  Mathias, SE. mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
11) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro (Angka kredit 0,4 Perencana Utama)

Program strategis makro dimaksud adalah kebijaksanaan yang berlingkup nasional.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan program strategis makro.

Contoh :

Kirman, MSc. Perencana Utama pada Bappenas ditugaskan menyusun perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk program pengentasan kemiskinan nasional dalam 5 tahun ke depan bersumber dari pembiayaan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan laporan yang dibuatnya Kirman, MSc. mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.
12) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral (Angka kredit 0,2 Perencana Madya)

Program strategis sektoral dimaksud adalah sektor seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun pendek.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan program strategis sektoral.

Contoh :

Meliala, SPt. Perencana Madya pada Depertemen Kelautan ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan program strategis di sektor kelautan untuk tahun 2002, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat termasuk dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan laporan yang dibuatnya Meliala, SPt.  mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
13) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional  (Angka kredit 0,3 Perencana Muda)

Regional dimaksud dapat merupakan kawasan yang dibangun untuk kepentingan kasatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kawasan kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus. 

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan program strategis regional.

Contoh :

Dra. Anna Perencana Muda pada BKPM ditugaskan menyusun perkiraan pembiayaan investasi program strategis di Kawasan Indonesia Timur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat termasuk dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan laporan yang dibuatnya Dra. Anna mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
14) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal  (Angka kredit 0,2 Perencana Muda)

Proyek sektor tunggal dimaksud adalah proyek yang tidak mempunyai kaitan erat dengan sektor lain.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan proyek sektor tunggal.

Contoh :

Ir. Rully Perencana Muda pada Dinas Pengairan Kota Padang ditugaskan menyusun perkiraan anggaran proyek penyediaan air minum di Kota Padang tahun 2002. Dengan laporan yang dibuatnya Ir. Rully mendapatkan angka kredit sebesar 0,2.
15) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor (Angka kredit 0,3 Perencana Madya)

Proyek multi sektor adalah proyek yang melibatkan beberapa  sektor pembangunan terkait.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan proyek multi sektor.

Contoh :

Ayu, SE. Perencana Madya pada Bappenas ditugaskan menyusun menyusun perkiraan anggaran proyek pengentasan kemiskinan di wilayah Indonesia Bagian Timur untuk tahun 2002-2004. Dengan laporan ini Ayu, SE.  mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
16) Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan  (Angka kredit 0,4 Perencana Utama)

Kawasan dimaksud dapat dibentuk untuk kepentingan kasatuan pembangunan ekonomi suatu wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kesatuan dari beberapa wilayah administrasi lainnya, atau kawasan lain yang memerlukan perhatian khusus.

Bukti Fisik : 

Laporan yang memuat perkiraan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya yang diperlukan dalam perencanaan proyek kawasan.

Contoh :

Sabar, MSc. Perencana Utama pada Bappenas ditugaskan menyusun perkiraan anggaran proyek pengembangan kawasan ekonomi terpadu di wilayah Indonesia Bagian Timur untuk tahun 2002. Dengan laporan ini Sabar, MSc.  mendapatkan angka kredit sebesar 0,4.
17) Merumuskan prosedur pelaksanaan (Angka kredit 0,3 Perencana Muda)

Prosedur pelaksanaan dimaksud adalah mekanisme dan tata cara pelaksanaan suatu rencana.

Bukti Fisik : 

Laporan berupa rumusan mekanisme dan tata cara pelaksanaan suatu rencana.

Contoh :

Dra. Mirna Perencana Muda pada Direktorat Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Bappenas ditugaskan membuat rancangan keputusan Kepala Bappenas mengenai prosedur pengajuan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Dengan laporan ini Dra. Mirna  mendapatkan angka kredit sebesar 0,3.
e. Pengendalian Pelaksanaan







